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KPK TANGKAP ENAM ORANG DALAM OTT DI SUMATERA UTARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber gambar: https://sumut.antaranews.com/ 

 

“KPK telah mengamankan sejumlah enam orang dan malam ini langsung dibawa 

ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujar 

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat. Lebih 

lanjut Budi mengatakan bahwa OTT tersebut dilakukan KPK di wilayah Kabupaten 

Mandailing Natal, Sumut. 

“Benar, bahwa pada Kamis (26/6) malam, KPK telah melakukan kegiatan tangkap 

tangan di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara,” katanya. Dengan demikian, 

pernyataan tersebut meralat informasi sebelumnya yang mengatakan OTT dilakukan di 

Kota Medan, Sumut. 

Sementara itu, dia mengatakan OTT tersebut terkait dengan dugaan korupsi dalam 

proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan 

preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut. 

“KPK tentu akan meng-update (memberi tahu, red.) siapa saja pihak-pihak yang 

diduga terlibat dan bagaimana konstruksi perkaranya akan kami sampaikan pada 

kesempatan berikutnya,” ujarnya. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan 

status dari pihak-pihak yang telah ditangkap tersebut. 

Adapun OTT tersebut merupakan yang kedua pada tahun 2025. Sebelumnya, 

KPK melakukan OTT dan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten 

Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025. 
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Sumber Berita : 

1. https://sumut.antaranews.com/berita/628549/kpk-tangkap-enam-orang-dalam-ott-

di-sumatera-utara, 28 Juni 2025. 

2. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250628113000-14-1244636/foto-kpk-

tangkap-6-orang-dalam-ott-di-mandailing-natal-sumut, 28 Juni 2025. 

 

Catatan Berita : 

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Pasal 2 Ayat (1) 

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 

Pasal 5 

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 

(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 

rupiah) setiap orang yang:  

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau 

penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau 

penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 

jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau  

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena 

atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, 

dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau 

janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan 

pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
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Pasal 11 

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 

(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal 

diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena 

kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang 

menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan 

dengan jabatannya. 

 

Pasal 12 

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah):  

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, 

padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan 

untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam 

jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; 

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal 

diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau 

disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam 

jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 

 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  tentang Hukum Acara Pidana  

Pasal 1  

Angka 19. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang 

melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat 

tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh 

khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat 

kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah 

dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan 

bahwa Ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu 

melakukan tindak pidana itu. 

                

 


